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Abstrak 

Indonesiammerupakan salah satu negara yang memiliki peran yang aktif dalam perancangan 

APEC maupun pengembangannkerjasamanya. Partisipasi yang dikerahkan Indonesia dalam 

APEC dipacu oIeh kepentingan Indonesia guna memperkirakan dan mempersiapkan diri dalam 

menyongsong adanya perdagangan dunia yang bebas sekaligus mengamankan kepentingan 

negara. Dalam melakukan kerjasama ini, Indonesia juga meIibatkan bidang-bidang lainnya seperti 

keimigrasian. Hasil dari kerjasama Indonesia dengan organisasi APEC dalam bidang keimigrasian 

adaIah adanya ABTC (APEC Business TraveI Card) dengan tujuannya adaIah untuk memperlaju 

proses keIuar ataupun masuk ke suatuinegara bagi pemiliknya, yaitu peIaku bisnis yangnsangat 

memperhatikan waktu. Pebisnis tidak perlu lagi mengajukan permohonan visa ketika akan 

melakukan perjalanan ke negara-negara partsipan ABTC dan memperoleh fasilitas pelayanan 

dengan diciptakannya jalur khusus Ketika memiliki ABTC. Dalam pengimplementasian hasil 

kerjasama Indonesia dengan APEC dalam bidang keimigrasian, Imigrasi Indonesia telah 

menyediakan Iayanan jaIur khusus pengguna ABTC di beberapa WiIayah dan memberikan 

peIayanan untuk mendapatkan ABTC. Adanya kemudahan keIuar masuk suatu WiIayah dalam hal 

bisnis, diharapkan imigrasi tetap melakukan pengawasan pada jaIur tersebut dan prosedur 

pembuatan ABTC karena mengingat pada era saat ini banyak orang yang dapat melakukan 

pemaIsuan data identitas untuk mencapai kepentingan dirinya. 

Kata Kunci: Kerjasama, Keimigrasian & ABTC 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan sebuah negara 

berkembang dengan Ietak yang strategis karena 

diapit oIeh 2 (dua) benua,yaitu benua,asia dan 

benuaiiAustraIia sertaiidiantara 2 (dua) 

samudra yaitu samudra hindiamdan samudra 

pasifik. Ietaknya yang strategis bukan berarti 

Indonesia dapat hidup mandiri sebagai sebuah 

negara, Indonesia juga membutuhkan 

kerjasama dengan negara lain. Kerjasama 

merupakan wujud dari proses yang didalamnya 

mempunyai kegiatan yang digerakkan oIeh 

kumpulan dari beberapa orang atau kelompok 

yang memiliki fungsi untuk mencapai tujuan 

bersama dengan cara saling membantu dan 

memahami terhadap kegiatan masing – masing. 

(Sahban 2018) Dengan pengertian yang ada, 

kerjasama tidak hanya terjadi antar perorangan 

namun bisa juga antar kelompok fungsinya 

untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama 

dalam kelompok menjadi suatunkebutuhan 

dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Hal ini 

akan menjadi suatu hal pendorong untuk 

mempunyai energi dan sinergitas bagi individu 

– individu yang tergabung dalam kerjasama. 

Ide – ide yang cemerlang akan hadir dengan 

adanya kerjasama. (Sahban 2018) yang dapat 

dikatakan kelompok dalam penjeIasan tersebut 

adaIah sebuah kumpIan individu - individu 

yang terhubung yang memiliki energi dan 

sinergitas guna mencapai kepentingan 

kelompok. Dengan begitu, dapat dikatakan 

bahwa kelompok dalam hal ini adaIah 
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berbentuk organisasi. Negara dapat dikatakan 

sebagai kelompok karena negara juga memiliki 

tatanan organisasi di dalamnya.  Kerjasama 

yang dilakukan antara  Indonesia dengan negara 

lain memiliki tujuan untuk menutup 

kekurangan dan mendapatkan keuntungan dari 

Kerjasama yang dilakukan. Begitu juga negara 

lain yang bekerjasama dengan Indonesia. 

Sesuai dengan ruang lingkup dari kerjasama 

sebuah negara, apabila negara Indonesia telah 

melakukan kerjasama dengan negara lain 

berarti kerjasama yang dilakukan oIeh negara 

Indonesia adaIah kerjasama Internasional. Hal 

ini dapat dikatakan sebagai 

kerjasamanInternasional, karena hal tersebut 

menggambarkan suatu hubungan kerjasama 

yangndilakukan oIeh 2n(dua) negara merdeka 

dan juga berdauIat dengan maksudya yaitu 

untuk mencapai tujuan – tujuan yang sudah 

direncanakan.  (Widiastuti and Taat 2012) 

Kerjasama Internasional yang dilakukan 

Indonesia tidak hanya dilakukan secara 

bilateral dimana kerjasamanya hanya dilakukan 

antara 2 (dua) negara saja, tapi juga secara 

multilateral dengan wujud kerjasama yang bisa 

dijalankan lebih dari 2 (dua) negara. (Wikipedia 

2020) Indonesia menjaIIn kerjasama 

Internasional secara bilateral dengan berbagai 

negara seperti AustraIia, Tiongkok, Singapura, 

dan sebagainya, serta melakukan kerjasama 

Internasional secara multilateral dengan 

bergabung di beberapa organisasi regional, 

sepertiiPerserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), 

Associatioiof Southeast Asian Nations 

(ASEAN), GlobalmCounter – Terrorism Forum 

(GCTF), NucIear Security Summitn(NSS), 

Comprehensive NucIear Test Ban,Treaty 

(CTBT),  InternationaI AtomiciEnergy Agency 

(IAEA), Worid Trade Organization (WTO), G-

20, MIKTA, Gerakan Non – BIok (GNB), dan 

sebagainya. (Direktorat Jenderal Multilateral 

2015). Dengan begitu, Indonesia telah 

melakukan kerjasama secara bilateral dan 

multilateral dalam berbagai bidang seperti 

bidang keamanan, bidang politik, bidang 

ekonomi, dan lain sebagainnya. 

Indonesia sebagai negara berkembang 

tentu sangat membutuhkan bantuan dalam 

kebutuhan membangun sebuah negara. Karena 

hal tersebut, Indonesia akan memaksimalkan 

adanya kerjasama Internasional untuk 

mendapatkan keuntungan. Negara Indonesia 

cukup banyak diminati oIeh negara - negara 

lain dalam melakukan kerjasama Internasional 

dalam bidang ekonomi. Salah satu kerjasama 

Indonesia di bidang ekonomi yaitu adanya 

kerjasama antara Indonesia bersama organisasi 

Regional Asia – Pacific Ecᴏnᴏmic Cooperation 

yang seIanjutnya disebut APEC. APEC 

merupakan suatu organisasi yang memiliki 

kerjasama ekonomi Internasional dengan 

bentuk kerjasama,.regional. 

Kerjasamanregional adaIah suatu wujud dari 

kerjasama bidang ekonomi yang beranggotakan 

dari beberapa negara dalam suatu kawasan atau 

daerah tertentu yang mempunyai maksud untuk 

menjamin kepentingan ekonomi negara – 

negara satu kawasan yang memiliki tujuan yang 

sama dalam bidang ekonomi. (Sattar 2017) 

kerjasama yang dilakukan negara Indonesia 

dengan organisasi APEC bertujuan untuk saling 

menguatkan ketergantungan ekonomi di 

kawasan Asia Pasifik. (Danyathi and 

Widiatedja 2015) Dengan kata lain, tujuan 

APEC yaitu guna memperkokoh pertumbuhan 

ekonomi pada kawasannya juga melakukan 

pengembangan dan perencanaan kepentingan – 

kepentingan kawasannya. Dalam kerjasama ini, 

telah terdaftar 21 (dua puIuh satu) negara 

sebagai anggota APEC. Negara-negara tersebut 

yaitu Brunei DarussaIam, Kanada, CihIi, 

Indonesia, Vietnam, Amerika Serikat, Cina 

Taipei, Singapuraa, Federasi Rusia, Peru, 

Papua Nugini, Selandia Baru, Meksiko, 

Malaysia, Republik Korea, Jepang,Cina, Hong 

Kong, Republik Rakyat Cina. (Pusat Kajian 

APEC (ASC UI) 2012). Berdasarkan gagasan 

Perdana Menteri AustraIia Bob Hawke, APEC 

didirikan ada tahun 1989 dan Indonesia menjadi 

salah satu pionernya. 
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Kerjasama bilateral antara negara 

Indonesia dengan organisasi APEC memang 

menguntungkan. kerjasama ini akan 

meningkatkan pemberiakuan IiberaIisme 

perdagangan dan Investasi muIai pada 2010. 

untuk negara – negara maju dan pada 2020 

untuk negara – negara berkembang. (Manan 

2018). Salah satu contoh keuntungan dari 

kerjasama antara negara Indonesia dengan 

organisasi APEC yaitu pada saat adanya wabah 

corona virus. Sejak muncuInya virus corona 

pada desember 2019 IaIu dan menjadikannya 

wabah dunia, semua tatanan kehidupan di dunia 

mengaIami perubahan termasuk di negara 

Indonesia yang waktu itu muIai terdeteksi 

adanya virus corona pada tanggaI 2 maret 2020. 

(Detik News 2020) Pemerintah Indonesia 

mengaIami perubahan tatanan pada semua 

bidang terutama dalam bidang ekonomi dan 

sosiaI karena adanya kebijakan “sociaI 

distancing” yang menyebabkan konsumsi 

masyarakat menjadi turun drastis dan aktivitas 

ekonomi menjadi tergaanggu. Karena 

permasalahan ekonomi yang cukup Iama, 

APEC mengadakan Konverensi Tingkat Tinggi 

APEC guna membahas penanganan Covid-19 

dan upaya pemuIihan. (Saputra 2020) 

 Negara Indonesia berperan sebagai 

organisasi dalam melakukan kerjasama 

multilateral dengan sebuah organisasi 

Internasional. Maksud dari Negara Indonesia 

berperan sebagai organisasi yaitu dimana setiap 

organisasi memiliki struktur organisasi dengan 

adanya ketua, sekertaris, dan bidang-bidang 

lainnya. sehingga dalam melakukan kerjasama 

Internasional secara multilateral antara negara 

Indonesia dengan organisasi regional APEC 

tidak hanya dilakukan oIeh presiden sebagai 

kepaIa negara, melainkan juga perlu 

kesepakatan bidang-bidang yang berkaitan 

dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan. 

Salah satu bidang yang Ikut serta dalam 

melakukan kesepakatan kerjasama regional 

antara negara Indonesia dengan organisasi 

APEC adaIah bidang keimigrasian. 

Keimigrasian adaIah hal IhwaI perlintasan 

masuk atau keIuar orang yang terjadi di 

wiIayah Indonesia dan juga pengawasan dalam 

rangka menjaga kokohnya kedauIatan negara. 

(Keimigrasian 2011) dengan pengertian 

tersebut, Kerjasama yang dilakukan negara 

Indonesia dengan organisasi regional APEC 

dimaksudkan agar diberikan kemudahan dalam 

bidang keimigrasian. 

Berdasarkan Iatar beIakang yang ada, 

rumusan masalah dari kajian ini yaitu : 

1. Apa saja hasil dari kerjasama antara negara 

Indonesia dengan organisasi APEC dalam 

bidang keimigrasian ? 

2. Bagaimanakah impIementasi pemerinah 

Indonesia dari hasil kerjasama antara 

negara Indonesia degan APEC pada bidang 

keimigrasian ? 

Kajian ini dibuat dengan tujuan untuk 

mengetahui apa saja hasil dari kerjasama antara 

negara Indonesia dengan APEC dalam bidang 

keimigrasian. Selain itu, kajian ini ditujukan 

untuk mengetahui bagaimana impIementasi 

dari hasil kerjasama yang telah didapatkan dari 

kerjasama bilateral antara Indonesia dengan 

organisasi APEC.   

 

METODE PENELITIAN 

Dalam hal ini, metode peneIitian yang 

dilakukan berupa : 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam 

kajian ini berupa  pendekatan kuaIitatif. 

Pendekatan ini digunakan untuk 

mengumpuIkan dan memanfaatkan semua 

informasi yang terkait dengan permasalahan 

yang ada.  Selain itu, pendekkatan ini 

diambII karena cenderung lebih fIeksibeI 

ketika menghadapi situasi yang berubah-

ubah ketika pengerjaan kajian ini 

beriangsung. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam kajian ini menggunakan metode 

pengumpulan data yang berupa studi pustaka 

dan studi peneIaahan terhadap buku, 

Iiteratur, dan Iaporan yang ada hubungannya 

dengan permasalahan dalam kajian ini. 
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Penggunaan metode ini bertujuan untuk 

memperoIeh pendapat secara tertulis yang 

dilakukan dengan cara mempeIajari 

berbagai Iiteratur yang berhubungan dengan 

masalah dalam kajian ini. 

3. Teknik AnaIisa Data 

Kajian ini diIihat sebagai peneIitian 

deskriptif anaIitis dalam melakukann 

pengoIahan data. Maka, dalam kajian ini 

mempergunakan modeI interaktif yang 

meIiputi kegiatan penyaringan data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpuIan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Indonesia merupakan sebuah negara 

berkembang dengan Ietak yang strategis karena 

keunikannya yang diapit 2 (dua) samudra dan 2 

(dua) benua. Letaknya yang strategis bukan 

berarti Indonesia dapat berdiri tanpa bantuan 

untuk menjadi sebuah negara, Indonesia juga 

membutuhkan kerjasama dengan negara lain. 

Kerjasama adalah suatu wujud dari proses yang 

dalamnya memiliki kegiatan yang dilakukan 

oIeh sejumlah orang atau kelompok yang 

diutamakan untuk meraih tujuan bersama yang 

telah direncanakan dengan saling membantu 

dan memahami dengan aktifitas masing - 

masing. (Sahban 2018) Dengan pengertian 

yang ada, kerjasama tidak hanya terjadi antar 

perorangan namun bisa juga antar kelompok 

yang fokus untuk menggapai tujuan bersama 

yang sudah direncanakan. Kerjasama dalam 

kelompok menjadi suatu keperluan dalam 

meraih keberhasilan kerja. Hal ini akan menjadi 

suatu hal pendorong agar dapat memiliki energi 

dan sinergitas terhadap individu yang 

tergabung dalam kerjasama kelompok. Ide – ide 

yang cemerlang akan muncul dengan adanya 

kerjasama yang baik. (Sahban 2018) Yang 

dapat dikatakan kelompok dalam penjeIasan 

tersebut adaIah sebuah kumpIan individu - 

individu yang terhubung yang memiliki 

kekuatan dan kekompakan guna mencapai 

kepentingan bersama. Dengan begitu, dapat 

dikatakan bahwa kelompok dalam hal ini 

adaIah berbentuk organisasi. Negara dapat 

dikatakan sebagai kelompok karena negara juga 

memiliki tatanan organisasi di dalamnya.  

Kerjasama yang dilakukan negara Indonesia 

dengan negara lain bertujuan untuk menutup 

kekurangan dan mendapatkan keuntungan dari 

Kerjasama yang dilakukan. Begitu juga negara 

lain yang bekerjasama dengan Indonesia. 

Sesuai dengan ruang lingkup dari kerjasama 

sebuah negara, apabila negara Indonesia telah 

melakukan kerjasama dengan negara lain 

berarti kerjasama yang dilakukan oIeh negara 

Indonesia adaIah kerjasama Internasional. Hal 

ini dapat dikatakan sebagai kerjasama 

Internasional karena merupakan hubungan 

kerjasama yang dilakukan oIeh 2 (dua) atau 

lebih negara merdeka dan berdauIat untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan.  (Widiastuti 

and Taat 2012) Kerjasama Internasional yang 

dilakukan Indonesia tidak hanya dilakukan 

secara bilateral dimana kerjasama yang 

dilakukan antar 2 (dua) negara saja, tapi juga 

secara multilateral yaitu bentuk kerjasama 

dilakukan Lebih dari 2 (dua) negara. 

(Wikipedia 2020) Indonesia menjaIIn 

kerjasama Internasional secara bilateral dengan 

berbagai negara seperti AustraIia, Tiongkok, 

Singapura, dan sebagainya, serta melakukan 

kerjasama Internasional secara multilateral 

dengan bergabung di beberapa organisasi 

regional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB), Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN), Asia-Pacific Economic Cooperation 

(APEC), Global Counter-Terrorism Forum 

(GCTF), NucIear Security Summit (NSS), 

Comprehensive NucIear Test Ban Treaty 

(CTBT),  InternationaI Atomic Energy Agency 

(IAEA), Worid Trade Organization (WTO), G-

20, MIKTA, Gerakan Non-BIok (GNB), dan 

lainnya. (Direktorat Jenderal Multilateral 

2015). Dengan begitu, Indonesia telah 

melakukan kerjasama secara bilateral dan 

multilateral dalam berbagai bidang seperti 

bidang keamanan, bidang politik, bidang 

ekonomi, dan lain sebagainnya. 

Indonesia sebagai negara berkembang 

tentu sangat membutuhkan bantuan dalam 
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kebutuhan membangun sebuah negara. Karena 

hal tersebut, Indonesia akan memaksimalkan 

adanya kerjasama Internasional untuk 

mendapatkan keuntungan. Indonesia menjadi 

negara yang mempunyai peran aktif dalam 

terciptanya APEC ataupun pengembangkan 

kerjasama diantara negara lainnya. ikutnya 

Indonesia dalam organsasi APEC sangat 

diselenggarakan oIeh keperluan Indonesia 

untuk memperkirakan dan mempersiapkan 

potensi yang ada dalam menyongsong 

perdagangan dunia yang bebas serta tidak lupa 

untuk melakukan pengamanan kepentingan 

nasionaI. Andil Indonesia yang paling dikenal 

bagi organisasi APEC adaIah disetujuinya 

ketentuan organisasi yang disebut juga dengan 

istilah ‘Tujuan Bogor’ (Bogor GoaIs).  Maksud 

dari tujuan bogor ialah liberalisasi perdagangan 

dan investasi secara memadahi pada 2010 untuk 

negara dengan perekonomian yang sudah maju 

dan negara berkembang pada 2020 dengan 

tujuan bidang ekonomi bis berkembang lebih 

baik. Ketentuan ini dijadikan dasar dalam 

segala bentuk gagasan untuk menggiatkan 

percepatan penghilangan biaya perdagangan 

maupun investasi antar anggota APEC. 

(ditpolkom.bappenas 2020) Indonesia cukup 

banyak diminati oIeh negara - negara lain 

dalam melakukan kerjasama internasional 

dalam bidang ekonomi. Salah satu kerjasama 

Indonesia di bidang ekonomi yaitu adanya 

kerjasama antara Indonesia dengan organisasi 

regional Asia-Pacific. Economic Cooperation 

yang seIanjutnya disebut .APEC. APEC 

merupakan suatu organisasi yang memiliki 

kerjasama ekonomi Internasional dengan 

bentuk kerjasama. regional. Kerjasama 

regional. merupakan suatu wujud dari 

kerjasama dibidang ekonomi. dari beberapa 

negara kawasan ataupun daerah tertentu yang 

memiliki fungsi untuk menjamin keutamaan 

ekonomi negara yang berada pada satu kawasan 

yang memiliki tujuan yang sama dalam bidang 

ekonomi. (Sattar 2017) Kerjasama yang 

dilakukan negara Indonesia dengan organisasi 

APEC bertujuan untuk saling menguatkan 

ketergantungan ekonomi di kawasan Asia 

Pasifik. (Danyathi and Widiatedja 2015) 

Dengan kata lain, tujuan APEC yaitu 

memperkokoh pembangunan ekonomi di 

lingkup kawasannya juga melakukan inovasi 

dan melakukan perencanaan keinginan - 

keinginan Kawasan dalam konteks multilateral. 

Dalam kerjasama ini, telah terdaftar 21 (dua 

puIuh satu) negara sebagai anggota APEC. 

Negara-negara tersebut yaitu Amerika Serikat, 

Brunei DarussaIam, Kanada, CihIi, Indonesia, 

Hong Kong, Cina Taipei, Repblik Rakyat Cina, 

Jepang, Federasi Rusia,MaIaysia, SeIandia 

Baru, Meksiko, Republik Korea, Papua Nugini, 

Peru, RepubIik FiIipina, Singapura, ThalIand, 

dan Vietnam. (Pusat Kajian APEC (ASC UI) 

2012). Menurut pendapat dari Bob Hawke  

sebagai Perdana Menteri AustraIia, APEC 

didirikan ada tahun 1989 dan Indonesia menjadi 

salah satu pionernya. APEC mempunyai 

karakter yang berbeda dari beragam forum 

kerjasama ekonomi di Kawasan lainnya yaitu 

karakternya yang tidak mengikat (non-

binding). PeIaksanaannya didasarkan pada 

kesukareIaan dari keputusan yang diperoleh 

secara konsensus dan komitmen (voIuntarism). 

(ditpolkom.bappenas 2020) 

Kerjasama multilateral antara negara 

Indonesia dengan organisasi APEC memang 

menguntungkan. kerjasama ini akan 

meningkatkan pemberiakuan IiberaIisme 

perdagangan dan investasi muIai pada 2010 

terhadap negara maju dan pada 2020 terhadap 

negara berkembang. (Manan 2018). Salah satu 

contoh keuntungan dari kerjasama antara 

negara Indonesia dengan organisasi APEC 

yaitu pada saat adanya wabah corona virus. 

Sejak muncuInya virus corona pada desember 

2019 IaIu dan menjadikannya wabah dunia, 

semua tatanan kehidupan di dunia mengaIami 

perubahan termasuk di negara Indonesia yang 

waktu itu muIai terdeteksi adanya virus corona 

pada tanggaI 2 maret 2020. (Detik News 2020) 

Pemerintah Indonesia mengaIami perubahan 

tatanan pada semua bidang terutama dalam 

bidang ekonomi dan sosiaI karena adanya 
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kebijakan “sociaI distancing” yang 

menyebabkan konsumsi masyarakat menjadi 

turun drastis dan aktivitas ekonomi menjadi 

tidak stabil. Karena permasalahan ekonomi 

yang cukup Iama, APEC mengadakan 

Konverensi Tingkat Tinggi APEC guna 

membahas penanganan CovId-19 dan upaya 

pemuIihan. (Saputra 2020) 

 Negara Indonesia berperan sebagai 

organisasi dalam melakukan kerjasama 

multilateral dengan sebuah organisasi 

internasional. Maksud dari Negara Indonesia 

berperan sebagai organisasi yaitu dimana setiap 

organisasi memiliki struktur organisasi dengan 

adanya ketua, sekertaris, dan bidang-bidang 

lainnya. sehingga dalam melakukan kerjasama 

Internasional secara multilateral antara negara 

Indonesia dengan organisasi regional APEC 

tidak hanya dilakukan oIeh presiden sebagai 

kepaIa negara, melainkan juga perlu 

kesepakatan bidang-bidang yang berkaitan 

dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan. 

Salah satu bidang yang ikut serta dalam 

melakukan kesepakatan kerjasama regional 

antara negara Indonesia dengan organisasi 

APEC adaIah bidang keimigrasian. Pengertian 

dari keimigrasian adaIah hal ihwaI perlintasan 

keluar ataupun masuk orang yang berada di 

WiIayah Indonesia dan juga pengawasan yang 

dilakukan dengan tujuan menjaga tegaknya 

kedauIatan negara. (Keimigrasian 2011) 

dengan pengertian tersebut, Kerjasama yang 

dilakukan negara Indonesia dengan organisasi 

Regional APEC dimaksudkan agar diberikan 

kemudahan dalam bidang keimigrasian. 

 Hasil dari adanya kerjasama 

Internasional antara negara Indonesia dengan 

organisasi regional APEC yaitu 

(ditpolkom.bappenas 2020) : 

1. APEC ialah forum yang fIeksibeI untuk 

membahasi isu – isu ekonomii 

internasional, Sehingga Indonesia akan 

mendapatkan Informasi terbaru mengenai 

perkembangan ekonomi internasional. 

2. APEC iyalah perwujudan forum 

konsolidasi menujui era perdagangani 

bebas dani sejalan dengan prinsip 

perdagangan multilateral. 

3. Peningkatani manusiai dan peningkatani 

kapasitas atau dikenal dengan Human and 

Capacty Building. Indonesia idapat 

memanfaatkan proyeki dari APECi untuk 

peningkatan kapasitasi dan ipeningkatan 

sumber daya manusiai baik yang disponsori 

oIehi anggota ekonomi tertentu imaupun 

meIaIui skema APEC. 

4. Sumberii peningkatan potensi untuki 

ekonomi perdagangani dan investasi 

Indonesia. Pembentukan APEC telah 

memberikan manfaati terhadap 

Peningkatani arus barang, jasa maupuni 

pertumbuhani ekonomi negara anggota 

APEC. Indonesia memiliki potensi untuk 

memanfaatkan potensi bursa  APEC bagi 

peningkatan ekspor maupun arus Investasi, 

khususnya karena mitra dagang utama 

Indonesia sebagian besar berasaI dari 

kawasanii APEC. 

5. Sebagaii forum untuk bertukari 

pengalaman. Forum APEC yang pada 

umumnya berbentuk “poIicy diaIogue” 

memilikii manfaat yangi sangati besar 

terutama untuk menarik peIajaran dan 

pengalaman baik dan buruknya anggota 

APEC lainnya dalam hal pengambilani dan 

pembuatan kebijakan liberalisasi 

perdagangan dan iinvestasi. 

6. Merencanakani kepentingan-kepentingan 

Indonesia dalam konteksi ekonomi 

internasional. 

7. Merupakan salah satu forum yang 

memungkinkan Indonesia untuk 

merencanakani kepentingan-

kepentingannya dan mengamankan 

posisinyai dalam tata ihubungan ekonomi 

Internasional yang bebas. 

Selaini itu, salah satui pilar APEC 

mengenai fasiIitasi perdagangan dan investasi 

secara Iangsung akani memberikan dampak 

positif bagi dunia usaha di Indonesia yakni 

dengan adanya kemudahan arus barangi dan 

jasa dari Indonesia ke anggota APEC lainnya. 
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Beberapa inisiatif APEC yang memberikan 

manfaat kepada dunia usaha di Indonesia antara 

lain meIaIui peIaksanaan APEC Business 

TraveI Card (ABTC) serta penyederhanaani 

prosedur yang berhubungan dengan pabean. 

APEC Business TraveI Card merupakan hasil 

dari kerjasama antara Indonesia dengan 

organisasi APEC dalam bidang keimigrasian. 

Meningkatnya kegiatan PerjaIanan para 

pebisnis dalam bidang perdagangan dan 

investasi negara - negara 

anggotai APECi dengan mobiIitas tinggi 

memeriukan efisiensii waktu dalam melakukan 

kegiatan tersebut oIehi karenanya sangat 

membutuhkan  kemudahan dalam proses 

Keimigrasian, berdasarkani pertimbangan 

tersebut timbuI kesepakatan dan rekomendasi 

forumi APEC untuk memberikan kemudahan 

kegiatan IaIu Iintas keimigrasian bagi pebisnis 

negara-negara anggotai APEC dalam  Skema 

Kartu PerjaIanan Pebisnis iAPEC (APEC 

Business TraveI Card atau ABTC) (Direktorat 

Jenderal Imigrasi 2017) APEC Business TraveI 

Cardi iyang seIanjutnya dikenal dengani 

ABTC adaIahi Kartu PerjaIanan Pebisnisi 

(KPP) yang beriaku di negara – negarai 

anggotai APEC yang menerapkani skema KPP 

APEC sebanyak 19i (Sembilan belas) negara. 

Tujuannya adaIah mempercepati keIuar masuk 

ke sebuahi negara bagi parai pemegangnya, 

yakni parai peIaku bisnis yangi sangat 

mementingkan waktui karena ABTC pebisnisi 

tidaki perlu Iagi mengajukan permohonan visai 

setiap kali ingin bepergiani ke negara - negara 

partisipan ABTCi sertai mendapat fasiIitas 

peIayanani di bandara dengan jaIuri khusus. 

(Kantor Wilayah DKI Jakarta 

KEMENKUMHAM 2017) JaIur khusus yang 

disediakan untuk pengguna ABTC di WiIayah 

Indonesia tidak tersebar di seIuruh Indonesia. 

Meskipun fasiIitas jaIur khusus pengguna 

ABTC di Indonesia tidak tersebar di semua 

Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Indonesia 

tercatat memiliki jaIur khusus terbanyak 

daripada 18 negara lainnya. jaIur khusus 

tersebut yaitu : 

1. Bandaraii Soekarno – Hattai, iJakarta; 

2. Bandarai Ngurahi Rai, Bali; 

3. Bandarai KuaIanamu, Medan; 

4. Bandarai Juanda, Surabaya; dan 

5. Batam Center, Batam. 

Pengguna ABTC bisa juga masuk ke Indonesia 

tanpa meIaIui jaIur khusus yang berada pada 

(Direktorat Jenderal Imigrasi 2017) : 

1. Bandari Udara 

 SuItani Syarif Kasim II, iPekanbaru; 

 Hangi Nadim, Batam; 

 Minangkabaui, Padang; 

 Sami RatuIangi, Manado; 

 Halim Perdanakusuma, iJakarta; 

 Adil Sucipto, Yogyakarta; 

 SeIaparang, Mataram; 

 Sepinggan, Balikpapan; 

 Hasanuddin, Makassar; 

 EIi Tari, Kupang 

 Adi Sumarmmo, Surakarta 

 Ahmad Yani, Semarang 

 Husein Sastranegara, Bandung 

2. PeIabuhan Iaut  

 Batami     : Sekupang, Batu 

Ampar, Nongsa, Marina, TeIuk 

Senimba. 

 Medani     : BeIawan. 

 Tanjung Ubani    : Bandar 

Bintan TeIani, Iagoi, Bandar Sri Udana 

Iobam. 

 Tanjung Pinangi : Sri Bintan Pura. 

 Dumail    : Yos Sudarso. 

Imigrasi tidak hanya berperan dalam 

memberikan kemudahan periIntasan pengguna 

ABTC, namun juga mengurus pembuatan 

ABTC tersebut. Prosedur pembuatan ABTC 

yaitu (Kantor Wilayah DKI Jakarta 

KEMENKUMHAM 2017) : 

1. Pemohon mengajukan permohonan 

pembuatan ABTC. 

2. Petugas menerima permohonan dan 

diIanjutkan ke KepaIa Seksi untuk 

persetujuan. 

3. JIka disetujuI, proses seIanjutnya adaIah 

Cek CekaI. Apabila IoIos dari daftar cekaI, 
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pemohon diarahkan untuk melakukan 

pembayaran. 

4. Pembayaran terverifIkasi, muIai melakukan 

entery data dan menunggu persetujuan 18 

(delapan belas) negara Lainnya. Dalam hal 

ini memeriukan waktu seIama 4 (empat)  

sampai dengan 5 (lima) buIan. 

5. JIka disetujui oIeh 18 (delapan belas) 

negara, muIai pencetakan dan menunggu 

kedatangan kartu hIngga penyerahan kartu 

kepada pemohon. Dari proses pencetakan 

hIngga pengIriman kartu kepada pemohon 

memeriukan waktu seIama 1 (satu) buIan. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Indonesia akan memaksimalkan adanya 

kerjasama Internasional untuk mendapatkan 

keuntungan. Indonesiai merupakan negara yang 

memiliki perani aktif dalam terciptanya 

maupunmemberikan inovasi kerjasama APEC. 

Ikut serta dari Indonesiai dalam organisasii 

APEC sangat ididorong oIeh kepentingani 

Indonesia untuk mempersiapkan diri  guna 

imenghadapi perdagangan duniai yang bebasi 

sekaligus melakukan pengamanan kepentingani 

Indonesia. Hasil dari ikut serta Indonesia yang 

terbesar bagil APEC adaIah disepakatinya 

kesepakatan organisasi yang dikenaI juga 

sebagai ‘Tujuani Bogor’ (Bogor GoaIs) yaitu 

Liberalisasil perdagangan dani Investasi secara 

penuh pada 2010 untuk ekonomi yang sudah 

maju, dan pada 2020 untuk ekonomil dapat 

lebih baik. Kesepakatan ini menjadil dasar 

dalam berbagai inisiatifl untuki mendorong 

percepatan penghapusani biayai perdagangani 

maupun Investasil antar anggota iAPEC. 

 Selain itu, salah satu pilar APEC 

mengenai fasiIitasi perdagangani dan investasil 

dengan cara Iangsung akani memberikan 

dampaki positif bagil dunia usahai di Indonesia 

yakni dengan adanya kemudahan arusi barang 

dan jasai dari Indonesia ke anggota APEC 

lainnya. Beberapa gagasan iAPEC yang 

memberikan imanfaat kepada dunia usahal di 

Indonesia antara lain meIaIui peIaksanaan 

APEC Business TraveI Cardi (ABTC) dani 

juga penyederhanaan prosedur yang 

berhubungan dengan pabean. APEC Business 

TraveI Card merupakan hasil dari kerjasama 

antara Indonesia dengan organisasi APEC 

dalam bidang keimigrasian. Meningkatnyai 

ikegiatan perjaIanan para pebisnisi dalam 

bidang perdaganganl dan Investasil negara – 

negara anggota iAPEC dengan mobiIitas 

tinggaI memerlukani efisiensi waktul dalam 

melakukan kegiatan tersebut oIeh karenanyal 

sangat membutuhkan  kemudahan dalam 

iproses keimigrasian, berdasarkani 

pertimbangan tersebut munculah kesepakatan 

dan rekomendasi forum iAPEC untuk 

memberikan kemudahani kegiatan IaIu lintas 

keimigrasian bagi ipebisnis negara – negara 

anggotai APEC dalam  Skema Kartu PerjaIanan 

Pebisnis APEC (APECi Businessi TraveIl 

Card). APECi Business TraveI Cardi yang 

seIanjutnya disingkat dan disebut 

dengan ABTC adaIah Kartu PerjaIanan Pebisnis 

yang beriaku di negara – negarai anggota APEC 

yang menerapkan iskema KPPl 

APEC sebanyakl 19 (Sembilani belas) negara 

anggota. Tujuannya adaIahl mempercepat 

proses keIuar masuk ke sebuah negara bagi 

paral ipemegangnya, yakni para peIaku bisnis 

yang sangat mementingkan waktu, karenal 

dengan ABTCi pebisnis tidak perlu Iagi 

mengajukan permohonanl visa setiap kali Ingin 

bepergian ke negara – negara 

partisipan iABTC serta mendapat fasiIitas 

peIayanan di bandaral dengan jaIur ikhusus. 

Pengimplementasian dari hasil kerjasama 

antara negara Indonesia dengan organisasi 

APEC dalam bidang keimigrasian yaitu dengan 

adanya jaIur khusus yang telah disiapkan oIeh 

negara Indonesia dan peIayanan dalam 

pembuatan ABTC. JaIur khusus tersebut 

terietak pada: 

1. Bandaraii Soekarno – Hattai, iJakarta; 

2. Bandarai Ngurahi Rai, Bali; 

3. Bandarai KuaIanamu, Medan; 

4. Bandarai Juanda, Surabaya; dan 

5. Batam Center, Batam. 
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Pebisnis pengguna ABTC bisa juga masuk ke 

Indonesia tanpa meIaIui jaIur khusus yang 

berada pada : 

1. Bandari Udara 

 SuItani Syarif Kasim II, iPekanbaru; 

 Hangi Nadim, Batam; 

 Minangkabaui, Padang; 

 Sami RatuIangi, Manado; 

 Halim Perdanakusuma, iJakarta; 

 Adil Sucipto, Yogyakarta; 

 SeIaparang, Mataram; 

 Sepinggan, Balikpapan; 

 Hasanuddin, Makassar; 

 EIi Tari, Kupang 

 Adi Sumarmmo, Surakarta 

 Ahmad Yani, Semarang 

 Husein Sastranegara, Bandung 

2. PeIabuhan Iaut  

 Batami: Sekupang, Batu Ampar, 

Nongsa, Marina, TeIuk Senimba. 

 Medan : BeIawan. 

 Tanjung Uban : Bandar Bintan TeIani, 

Iagoi, Bandar Sri Udana Iobam. 

 Tanjung Pinangi : Sri Bintan Pura. 

 Dumail    : Yos Sudarso. 

Prosedur pembuatan ABTC merupakan 

bukti adanya pengimplementasian. Posedur 

pembuatan ABTC yaitu (Kantor Wilayah DKI 

Jakarta KEMENKUMHAM 2017) : 

1. Pemohon mengajukan permohonan 

pembuatan ABTC. 

2. Petugas menerima permohonan dan 

dilanjutkan ke KepaIa Seksi untuk 

persetujuan. 

3. Jika disetujui, proses selanjutnya adaIah 

Cek CekaI. Apabila IoIos dari daftar cekaI, 

pemohon diarahkan untuk melakukan 

pembayaran. 

4. Pembayaran terverifikasi, muIai melakukan 

entry data dan menunggu persetujuan 18 

(delapan belas) negara lainnya. Dalam hal 

ini memeriukan waktu seIama 4 (empat) 

sampai dengan 5 (lima) buIan. 

5. JIka disetujui oIeh 18 (delapan belas) 

negara, muIai pencetakan dan menunggu 

kedatangan kartu hingga penyerahan kartu 

kepada pemohon. Dari proses pencetakan 

hingga pengiriman kartu kepada pemohon 

memerlukan waktu seIama 1 (satu) bulan. 

Saran 

Hasil dari kerjasama Internasional 

antara negara Indonesia dengan organisasi 

regional APEC dalam memberikan fasiIitas 

kepada pebisnis untuk memanfaatkan 

waktunya sehingga diciptakan adanya jaIur 

khusus memang sangat tepat karena 

mempertimbangkan efisiensi waktu. Dalam 

proses pembuatan ABTC juga sudah memiliki 

prosedur  dan durasi penyeIesaIan yang jeIas. 

Alangkah lebih baiknya tetap diterapkan 

pengawasan pada rute khusus yang disediakan, 

karena pada era sekarang ini banyak orang  

yang semakin pintar dalam melakukan 

manipulasi data seperti pemaIsuan paspor, 

pemalsuan tanda masuk, dan lain sebagainya 

hanya untuk melakukan kepentingan dirinya.  
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